














7. Bahwa harapan Pemohon agar Mahkamah melakukan terobosan hukum seperti

yang dilakukan Mahkamah berulang kali saat mendiskualifikan Pasangan Calon

dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Putusan MK Nomor 2/PUU

XX/2022 yang kembali menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat 2 huruf (i) UU No.

10 Tahun 2016 menegaskan sikap dan pendirian Mahkamah untuk mewajibkan

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang pernah melakukan

perbuatan tercela dan telah memperoleh putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap serta telah selesai menjalani masa pidana, untuk

secara jujur dan terbuka mengumumkan iatar beiakang jati dirinya sebagai

mantan terpidana, sebagaimana dapat dikutip di bawah ini�

"[3.14] Menimbang bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut 
di atas, oleh karena syarat-syarat untuk menjadi ca/on kepala daerah 
dan wakil kepala daerah dibuat secara ketat adalah untuk 
mendapatkan ca/on pemimpin daerah yang berintegritas, maka 
meskipun terhadap ca/on kepala daerah dan wakil kepala daerah yang 
telah dijatuhi pidana of eh pengadilan dan telah selesai menjalani 
masa pidana dikarenakan melakukan perbuatan yang diatur dalam 
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 1012016 diberi kesempatan 
untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala 
daerah dan pertimbangan pilihan diserahkan kepada para 
pemilihnyalmasyarakat, namun ha/ tersebut tidak boleh 
menghilangkan informasi tentang jati diri masing-masing ca/on 
kepala daerah dan wakil kepala daerah. O/eh karena itu, sebagaimana 
juga diberlakukan untuk ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, 
untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan informasi 
tentang jati diri secara lengkap terhadap masing-masing ca/on kepala 
daerah dan wakil kepala daerah, maka dalam memaknai Penjelasan 
Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 1012016 ini pun juga diwajibkan kepada 
ca/on kepala daerah dan wakil kepala daerah yang pernah melakukan 
perbuatan terce/a yang telah memperoleh putusan pengadi/an dan 
telah selesai menjalani masa pidana, untuk secara jujur atau terbuka 
mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan 
terpidana, sebagaimana juga telah dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat 
(2) huruf g UU 1012016, yang telah dimaknai oleh Putusan Mahakamah
Konstitusi Nomor 56/PUU-XV/112019 tersebut."

8. Bahwa Pemohon merasa informasi tentang Putusan Pengadilan Militer Tinggi Ill

Surabaya Nomor: PUT/06-K/PMT.III /BDG/ADN/2005 dan yang mana Putusan

Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya telah diperkuat dengan Putusan Mahkamah

Agung NO. 101 K/MIL/2005 yang memutus tentang dugaan tindak pidana militer

yang dilakukan oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, Petrus

Ricolombus Omba sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang

Nornor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman seharusnya dapat diakses

kepada masyarakat. Termohon seharusnya sesuai kewenangannya dapat

memverifikasi nformasi tersebut dengan menanyakannya kepada Pasangan
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Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan tetapi Termohon jelas tidak belajar dari 

pengalaman yang terjadi Tahun 2020-2021 yang lalu terkait Putusan MK Nomor 

132/PHP.BUP-XIX/2021 yang mendiskualifikasi Pasangan Calon Yusak Yaluwo, 

SH., M.Si dan Yakob Weremba, S.PAK. Dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 

132/PHP.BUP-XIX/2021 pada pokoknya Mahkamah menilai dan memeriksa 

ulang dokumen persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang 

dipermasalahkan dan ditemukan bahwa Calon Bupati Yusak Yaluwo, SH., M.Si 

tidak memenuhi persyaratan masa jeda sebagai mantan terpidana; 

14. Bahwa saat ini Pemohon berharap konsistensi dari Mahkamah untuk

mengungkap kebenaran status hukum dan seluruh dokumen persyaratan calon

yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 khususnya Calon Bupati Petrus

Ricolombus Omba yang diduga (mantan) terpidana, bahkan Mahkamah dapat

menafsirkan kembali seluruh aturan persyaratan calon kepala daerah

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Argumentansi yang

disampaikan oleh Pemohon tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah

dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XX/2022 di bawah ini:

"[3.11.2] .................. O/eh karenanya keduapuluh persyaratan yang 

dipersyaratkan oleh Pasa/ 7 UU 10/2016 merupakan se/eksi awal yang 

dapat menghasi/kan bakal-bakal ca/on yang berkualitas untuk dipilih 

o/eh pemilih. Dengan demikian, menurut Mahkamah persyaratan 

ca/on diper/ukan da/am sistem pemilihan kepa/a daerah dan wakil 

kepala daerah demi mewujudkan demokrasi yang esensial, yaitu 

demokrasi yang tidak hanya mendasarkan pada suara terbanyak 

tetapi yang memiliki esensi pada tujuan /uhur untuk mewujudkan 

masyarakat yang sejahtera yang dipimpin oleh pemimpin yang 

berintegritas dan berkualitas yang dihasi/kan dari proses pemilihan 

yang melibatkan rakyat yang dipimpinnya." 

15. Bahwa Permohonan ini beralasan untuk dikabulkan karena ternyata informasi

tentang Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 Petrus Ricolombus Omba

yang pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer dan dipecat dari

dinas milliter masih menyimpan pertanyaan lebih lanjut terkait dugaan tindak

pidana umum yang melibatkan Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3,

Petrus Ricolombus Omba. Kesemuanya itu sengaja tidak diungkap secara

terbuka kepada masyarakat Kabupaten Boven Digoel sehingga nyata terbukti

Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi persyaratan calon Bupati dan

'v'Vakil Bupati seperti diatur dalam Pasal 7 ayat 2 UU 10/ 2016 dan Putusan MK

Nomor 2/PUU-XX/2022;
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tersebut sesungguhnya tergolong perbuatan tercela dan kejahatan yang 

berulang, Mahkamah seharusnya mempertimbangkan fakta-fakta tersebut 

sebagai alasan untuk menjatuhkan putusan mendiskualifikasi Pasangan 

Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven 

Digoel Tahun 2024 karena Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati ditetapkan 

bersama-sama oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boven 

Digoel Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 

bertanggai 22 September 2024; 

22. Bahwa konsekuensi hukum dari Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Boven Digoel Nomor Urut 3 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur,

maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel

Nomor 433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, bertanggal 07 Desember 2024

haruslah dinyatakan batal;

23. Bahwa untuk menjamin hasil pemungutan suara ulang yang benar-benar dapat

dipertanggungjawabkan, maka beralasan kiranya Mahkamah memerintahkan

kepada Komisi Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilu RI untuk

melakukan supervisi berjenjang sesuai kewenangannya terkait pelaksanaan

pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Boven Digoel, dan dengan memerhatikan tingkat kesulitan, jangka

waktu, dan kemampuan KPU dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan

dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Boven Digoel, sangat beralasan kiranya Mahkamah memerintahkan pelaksanaan

pemungutan suara ulang adalah paling lama 90 (sembilan puluh puluh) hari kerja

sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini, yang selanjutnya hasil dari

pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan oleh Termohon tanpa harus melaporkan kepada

Mahkamah;

24. Bahwa guna terselenggaranya pemilihan suara ulang di Kabupaten Boven Digoel

berlangsung aman dan kondusif, beralasan kiranya Mahkamah memerintahkan

Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian

Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Boven Digoel,

menjalankan tugas pengamanan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain

itu, tidak berkelebihan kiranya Mahkamah memerintahkan Tentara Nasional

Indonesia beserta jajarannya, khususnya Komando Daerah Militer (Kodam) XVII

Cenderawasih bersinergi membantu pengamanan pemungutan suara ulang

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel;
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